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Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung 

Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat  

Email set.lombokutara@bawaslu.go.id 

Laman lombokutara.bawaslu.go.id 

 

Nomor : 071/PM.00.02/K/11/2024  Tanjung, 14 November 2024   

Sifat : Biasa  

Lampiran : -  

Perihal   : Imbauan   

 

Yth,  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara 

 
 

 Di – 

                 Tempat. 

 

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan ruang partisipasi kepada 

Pemantau Pemilihan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota tahun 2024 terutama dalam menyalurkan hak pilih pada hari 

pemungutan suara pemilihan 2024 dan berpartisipasi dalam melakukan pemantauan Pemilihan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan untuk 

mewujudkan pelaksanaan yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

I. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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6. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan 

Wakil Wali Kota; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 

12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan 

Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati 

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan 

Calon; 

14. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota; 

 

II. Isi Imbauan  

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara secara 

kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas 

dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media, Masyarakat dan Peserta Pemilihan 

tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 

2024, sebagai berikut :  

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota : 
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a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : 

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. 

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor & 

Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi 

: 

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan. 

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ 

Desa, dan Pengawas TPS. 

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan 

wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. 

c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa 

Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan 

pencegahan terhadap :  

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang, dan 

b. sengketa proses Pemilu. 

2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota : 

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan 

Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c), (e) dan (i), bahwa tugas Bawaslu 

Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan 

pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan 

sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan 

dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, serta 

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang 

undangan. 

3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pada :  

Pasal 1 angka 15, angka 19 dan angka 20, berbunyi :  

15. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan. 
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19. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah 

yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh 

akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 

20. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.  

Pasal 2  

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan. 

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 3 

Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan: 

a. menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan; 

b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan 

kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; dan 

c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan. 

Pasal 8 

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, masyarakat dapat: 

g. melakukan evaluasi dan pemantauan Pemilu dan Pemilihan. 

Pasal 40 

(1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan. 

(2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di 

Pemerintah; dan/atau 

b. lembaga Pemantau Pemilihan asing. 

Pasal 41 

(1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi  

persyaratan: 

a. berbadan hukum; 

b. bersifat independen; 

c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan 

d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. 

4. Memastikan bahwa Komosi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara  telah 

melaksanakan Pendidikan Pemilih secara aktif kepada Masyarakat guna : 

a. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam Pemilihan 2024. 

b. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, 

kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. 

5. Memastikan bahwa Pemantau Pemilihan, telah memenuhi persyaratan: 

a. berbadan hukum; 

b. bersifat independen; 

c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan 

d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. 
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6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan 

diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa 

(PKD). 

7. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka 

Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran 

sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

                                                                        BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

                                                                               KABUPATEN LOMBOK UTARA 

                               KETUA 

 

                      

 

             

             Deni Hartawan, S.H.,M.H. 

 
 
 
 
Tembusan : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 
2. Arsip. 
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